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BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 315 ayat (1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemcrintahan Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyal Daerah bersama Bupat telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 16
Desember 2019 Nomor 910/202/2019 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2020;

bahwa penyempurnaan  scbagaimana  dimaksud  pada huruf
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggi; A

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurul a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa
Tengah,;
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1005 tentang Cukar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tamh;:h.{m
Lcmbarqn Negara Republik Indonesia Nomor 3613) ;('bngmmnnu
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentan
Pwu@xhun atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 lcm;ng'
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2607 Nr)muij
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)i

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeclenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan NL“p'OUSm(‘
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lecmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tgmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2015 Nomor
S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undan.g-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gayi

Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), schbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedclapan Bcelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tcnlang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (cntang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemecrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyclenggaraan Pemcrintahan Dacrah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Dacrah kepada  Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Informasi Laporan Penyclenggaraan
Pemerintah Dacrah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Necgara Rcpublik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

. Peraturan Pemecrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t(cntang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Rcepublik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Recpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Pemcrintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian

Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Neger
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepohisian Negara
Republik Indonesia, Pcjabat Negara, dan Pencrima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888), sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indoncsia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 6348);

. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeclolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6349);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);
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. Peraturan  Presiden Nomo, 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

l\gsehatan (L_Cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
105), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
7S Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang  Jaminan  Keschatan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210): i

- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang

P’Okok-Pokok Pengelolaan  Kcuangan Dacrah  (Lembaran  Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lcmbaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angeota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai

berikut:
a. Pendapatan Dacrah Rp 1.810.667.069.000,00
b. Belanja Daerah Rp 1.911,471.464.000,00
Surplus/(Dcfisit) Rp (100.804.395.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Rp 100.804.395.000,00
2. Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan netto Rp  100.804.395.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurul a

terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 378.701.780.000,00

b. Dana Perimbangan scjumlah Rp 1.062.970.530.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Dacrah yang Sah sejumlah
Rp 368.994.759.000,00



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

Pendapatan Asli Dacrah schbagai | '
ndwpn(m Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurula
terdiri dari jenis pendapatan;

a. Pajak Dacrah scjumlah Rp 133.425.751.000,00

b. Retribusi Dacrah scjumlah Rp 37 497 715.000,00

¢. Hasil Pengelolaan Kekavaan Dacrah vang Dipisahkan scjumlah
Rp 9.277.165.000,00

d. Lain-lain Pendapatan  Asli Dacrah  vang Sah  Sejumlah
Rp 198.501.149.000,00

Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada avat (1) hurufl b

terdirt dar jeris pendapatan

a. Dana Bag Hasil scjumlah Rp 213.560.102.000,00

b. Dana Alokasi Umum scjumlah Rp 849.410.428.000,00

c. Dana Alokasi Khusus scjumlah Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp 0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 148.444.143.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

Rp 71.397.894.000,00
d. Pendapatan lainnya scjumlah Rp 149.152.722.000,00

Pasal 3

Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurul b terdir
dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.070.039.366.000,00

b. Belanja Langsung scjumlah Rp 841.432.098.000,00

Belanja Tidak Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp 751.757.086.000,00

Belanja Hibah sejumlah Rp 34.138.634.000,00

Belanja Bantuan Sosial scjumlah Rp 8.818.016.000,00

Belanja Bagi Hasil scjumlah Rp 17.092.348.000,00

Belanja Bantuan Keuangan scjumlah Rp 256.233.282 000,00
Belanja Tidak Terduga scjumlah Rp 2.000.000.000,00

Do a0 oo

Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 150.379.108.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 393.449.662.000,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp 297.603.328.000,00

e



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurul ¢
terdiri dari ;
a. Penerimaan sejumlah Rp 100.804 395.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00

(2) Penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a terdiri dar
Jenis pembiayaan :
Sisa  Lebih  Perhitunean  Anggaran
Scbelumnya scjumlah Rp 100.804.395.000,00

(SILPA) Tahun  Anggaran

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terdiri dan
Jjenis pembiayaan:
- Penvertaan Modal  (Investasi)
Rp 0,00

Pemerintah  Dacrah  scjumlah

Pasal 5

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
kudus Tahun Anggaran 2020 scbagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah;

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian Anggaran Pendapatan dan  Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pecmerintahan  Dacrah, Organisasi, Program,

dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Dacrah untuk Kesclarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dacrah

dan Fungsi dalam Kcrangka Pengelolaan

5. Lampiran V

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;



7. Lampiran VIl Daftar Piutang Dacrah;
8. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Dacrah;

dan

Dafltar Perkiraan Penambahan

Pengurangan Asct Tetap Daerah;

Penambahan

9. Lampiran IX

[ ira dan

10. Lampiran X Daftar Perkiraan ‘
Pengurangan Ascl Lamnya;
Tahun Anggaran

Kegiatan-Kegiatan
dan

11. Lampiran XI Daftar
Belum Diselesatkan

Scbelumnya  vang
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
In;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIll  Daftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Dacrah scbagai landasan opcrasional

Pendapatan dan Belanja
dan Bclanja Dacrah  Kabupatcen

pelaksanaan Anggaran Pcndapatan
Kudus Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat atau mendesak, Bupati dapat melakukan
pengeluaran yang belum tlersedia anggarannya, yang selanjulnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari akuvitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan scbelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah dacrah: dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang discbabkan oleh keadaan darurat atau mendesak

(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memenubhi kriteria sebagai berikut :
a. program dan kegiatan pclayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya  yang apabila dithunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dacrah

'%*Q v

dan masyarakat.



Pasal 8

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Junuari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinva, memcerintahkan  pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus.

Ditctapkan di Kudus

pada tanggal 20 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

Pt OR/BIDANG
4 EAGIAN ‘_'_/\

—

b
’_é”__\ E TOPO ~

s | BAGIAM HUKUM

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Laa 'y

SAM’ANI INTAKORIS

‘ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-402/2019)

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.01.08
13:14:38 +07'00'
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